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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka Penulis menarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum ada 

beberapa hal yang menjadi dasar putusan hakim di dalam Pengadilan 

a. Hakim mengacu kepada Undang-Undang terkait yaitu Undang-

Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang merupakan landasan 

hukum atau acuan dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi 

pembangunan untuk kepentingan umum berjalan sesuai dengan norma 

hukum yang berlaku saat ini.  

b. Hakim juga memiliki kekuasaan atas putusan yang diberikan dengan 

pertimbangan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman dimana ada beberapa Pasal yang 

melandasi pertimbangan hakim tentang pengadaan tanah bagi 

pembangunan untuk kepentingan umum yaitu mengacu pada Pasal 5 

ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), Pasal 54 ayat (3).  
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c. Berdasarkan wawancara  dengan Hakim di Pengadilan Negeri Sleman, 

Hakim memiliki metode penafsiran hukum dimana ada beberapa hal 

yang digunakan hakim untuk memutuskan dan menciptakan keadilan 

dalam kasus pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan 

hukum.  

d. Seorang hakim selalu mencari dan menggali informasi mengenai kasus 

yang belum ada atau belum diatur di dalam Undang-Undang terlebih 

Undang-Undang yang mengatur tentang bagaimana Penilai 

Tanah/Appraisal melakukan pekerjaan pengadaan tanah bagi 

pembangunan untuk kepentingan umum maupun cara menentukan 

besaran ganti kerugian di dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 

Untuk Kepentingan Umum.  

2. Perlindungan hukum bagi Penilai Pertanahan dalam Pengadaan Tanah 

Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 

Penilai pertanahan menjadi lembaga independent yang ditunjuk oleh 

panitia pengadaan tanah untuk menjadi pihak yang memberikan besaran 

ganti kerugian terhadap warga terdampak, dengan status independent 

maka penilai pertanahan dianggap menjadi pihak yang netral yang tidak 

memiliki kepentingan terhadap pantia pengadaan tanah maupun warga 

terdampak. Penilai pertanahan dalam menentukan besaran ganti rugi 

mengacu kepada KEPI & SPI serta Undang-Undang terkait, namun saat 
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ini belum adanya Undang-Undang yang jelas mengatur mengenai Penilai 

Pertanahan sehingga dalam proyek pengadaan tanah Penilai Pertanahan 

sering kalah dan tidak mendapatkan keadilan dan beberapa kejadian di 

dalam Pengadilan justru hakim yang memberikan putusan untuk 

menggantikan besaran ganti kerugian sesuai dengan keinginan warga 

terdampak yang membuat adanya ketidakadilan bagi penilai pertanahan 

dalam menjalankan proyek pengadaan tanah bagi pembangunan untuk 

kepentingan umum.  

 

B. Saran 

1. Perlu adanya peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai 

Penilai Pertanahan dalam proyek Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 

Untuk Kepentingan Umum sehingga Hakim sebagai pihak yang 

memutuskan keadilan memiliki bantuan serta putusan yang jelas mengenai 

penilaian pertanahan dan penilai pertanahan dalam proyek pengadaan 

tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, hakim memiliki dasar 

yang jelas di dalam Undang-Undang yang mengatur penilai pertanahan 

sehingga nantinya putusan akhir bisa menciptakan keadilan.  

2. Penilai pertanahan dalam menjalankan proyek pengadaan tanah bagi 

pembangunan untuk kepentingan umum berjalan dengan baik dan 

memiliki kekuatan hukum sehingga besaran ganti rugi nantinya bisa 

diterima dengan baik oleh masyarakat terdampak dan juga hakim.   
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